BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMFUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus, perlu di susun rincian tugas,
fungsi dan tata kerja Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Tanggamus,

b. bahwa untuk maksud huruf Q tersebut
di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tanggamus tugas, fungsi dan tata kerja Badan
Penelitian dan Pengembangan kabupaten tanggamus;

Mengingat : 1, Pasal 18 ayat (U] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat [l Tulang
. Bawang dan habupaten Dacrah Tingkat 11 Tanggamus
‘ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
‘ "] Indonesia Nomor 3667).
‘ . 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem

Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan [lmu

Pengetahuan darn l'cknologi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran
‘ 8 Negara Republik Indonesia Nomor 4219)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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3. Bupati adalah Bupati Tanggamus

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus,

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat  Daerah
Kabupaten Tanggamus.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanggamus.

7. Peraturan Bupat adalah Peraturan Bupati Tanggamus

8. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tanggamus.

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Tanggarnus.

BADB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur
pelaksana otonom! yang melaksanakan urusan
pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala
badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyal tugas
membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan
pengembangan serfa tugas pembantuan yang diberikan
pada kabupaten.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal +
(1) Susunan organisasi Badan Penelitian dan

Pengembangan terdiri dari:
a. Kepala Badan,;




b. Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan,

c. Bidang Pemerintahan , membawahi :
1. Sub Bidang Pemeriniahan dan Sosial Budaya;

2.Sub Bidang Pemberdayaan dan Sumberdaya
Manusia.

d.Bidang Ekonomi dan Kerjasama, membawahi :
1.Sub Bidang [konomi, Keuangan,Aset dan
Pendapatai,
2. Sub Bidang Investasi dan Kerjasama Kelitbangan.,

e. Bidang Ilmu Pengetahuan. Teknologi, (IPTEK) dan |
Sumberdaya Alarm, membawahi:
1. Sub Bidang Pencrapan I[IPTEK, Sistem dan
Diseminasi Riset.
2. Sub Bidang Sumberdayva Alam dan Lingkungan.

f. Bidang Penguatan [novasi Daerah, membawahi ;
1. Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industri
2. Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana

Prasarana i1SARPRAR)
g. Kelompok Jabatan [fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan
Pengembangan sc¢bagaimana tercantum pada Lampiran,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS UNSUR BADAN

Baglan Pertamea
Kepala Badan

Pasal 5 <
(1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur,
membina dan mengendalikan kegiatan

penyelenggaraan pembangunan di bidang penelitian
dan pengembangan inovasi daerah, serta terapan ilmu
teknologi (IPTEK) dan kerjasama dalam rangka
pelaksanaan otomomi daerah.




(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada avat (1), kepala badan mempunyai

fungsi :

a. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian
serta pengimplementasian  hasil  penelitian  dan
pengembangan bidang penelitian dan
Pengembangan, serta Bidang Terapan Ilmu
pengetahuan teknologi (IPTEK) dan kerjasama;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan;

c. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan
kegiatan bawahan;

d. Merencanakan dan  mengkoordinasikan sumber
pembiayaan pelaksanaan program kegiatan guna
penyusunan  perencanaan dan  penganggaran
penelitian dan pengembangan serta terapan ilinu
pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan kerjasama;

e. Merumuskan hasil akhir penelitian dan
penigembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi
yang disampaikan kepada bupati;

f. Melaksanakan penguatan kelembagaan penelitian
dan pengembangan serta peningkatan kualitas dan
kuantitas peneliti di daerah ;

g. Melaksanakan pembangunan sinergitas, koordinasi
dan kerjasama dengan lembaga keltbangan
internasional, pusat (Lembaga Kementerian/Non
Kementerian|, pemerintalh  provinsi,  lembaga
pendidikan  tinggl, swasta/dunia usaha dan
masyarakat;

h. Menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip
dan naskah dinas yung mendapat pelimpahan
wewenang dari kepala daeral,

i. Melaksanakan publikasi hasil-hasil riset dan
penelitian kepada instansi terkait dan masyarakat
melalui jurnal penelitian, bulletin, pusat informasi
hasil penelitian dan teknologi;

i, Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai
pembinaan dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan,

k. Mengkoordinasikan penelivan dan pengembangan

yang dilaksanakan secara swakelola maupun
kerjasama dengan pihak lain;

Melaporkan hasil kerja penelitan dan
pengembangan  inovasi, serta Terapan [Imu
Teknologi (IPTEK) dan kerjasama kepada bupati;

m. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan

untuk mewakili tugas-tugas yang bersifat strategis
maupun yang bersifat kebijakan pimpinan serta
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.




Bagian Kedua
Seloretariat Badan
Pasal 6

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

(2)

(3)

dalam melaksanakan tugasnya memimpin,
merericanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan
penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi umum,
rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan
dan perbendaharaan serta mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas Dbidang-bidang dan melakukan
evaluasi atas pelaksanaannya. |

Sekretaris mempunyal tugas melaksanakan sebagian
tugas badan di bidang kesekretariatan yang meliputi
penvusunan program dan informasi, urusan umum dan
kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan aset.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Melaksanalkan penvusunan rencana  kegiatan
tahunan internal Badan Penelitian dan
Pengembangan:

b. Merencanakan program kerja dibidang umum dan
kepegawalan, perencanaan dan keuangan sesuail
dengan kebijakan kepnla badan;

¢c. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan
sumber dava aparatur balitbang;

d. Melaksanakan pengumpulan data kelitbangan dan
mempublikasikan hasil-hasil  penelitian  dan
pengembangan inovasi daerah;

e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk
kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan
ketatausahaan (umum, kepegawaian, perencanaan
dan keuangan|;

f. Mengkoordinasikan, memantau dan

mengendalikan kegiatan bawahan;

g. Mengatur dan  mengendalikan  teknis  dan
pengelolaan umum, rumah tangga, perlengkapan,
kepegawaian, perencanaan, keuangan dan
perbendaharaan berdasarkan kebijakan atasan;

h, Memilah dan  mendistribusikan surat  yang
disampaikan oleh bawahan untuk disampaikan
kepada atasan atau kepala bidang pengelola;

Meneliti dan memaraf naskah dinas yang akan
ditandatangani oleh atasan,

-

j.  Menandatangani naskah dinas yang bersifat
administrasi dan naskah dinas untuk instansi;

k. Bertanggungjawab atas keamanan dalam kantor,
pembinaan personil, materil dan informasi;




1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-
bidang terkait dengan penyusunan program bidang
penelitian dan pengembangan serta bidang terapan
iptek dan kerjasama;

m. Memberi petunjuk calam proses perencanaan dan
pengadaan barang, penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan, perawatan seluruh inventaris kantor,
dan usul penghapusan barang perlengkapan yang
meliputi gedung, peralatan teknis, alat kantor,
mobilitas dan pembukuannya;

n. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap
pelaksanaan disiplin  pegawai sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta
memberikan motivasi dalam upaya meningkatkan
kinerja pegawali,

0. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas ketatausahaan sebagai bahan
pembinaan dalam penyelenggaraan peningkatan
produktifitas kerja dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugas bidang ketatausahaan kepada
kepala badan,

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh atasan.

(4) Dalam menvelenggarokan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
sekretaris dibantu oleh .

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Perencanaan.

(5) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang
kepala.sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragral |
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
asal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyusun rencani kerja sub bagian umum dan
kepegawaian,
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam

rangka pelaksanaan tugas di sub bagian umum dan
kepegawaian,




[ ——

—-

Mengontrol pendistribusian barang dilingkungan
badan penelitian dan pengembangan;

Menyusun konsep teknis pendistribusian barang
inventaris  kantor, pemeliharaan,  ketertiban,
keamanan dan keindahan kantor;

Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan
pengelolaan aset Badan Penelitian dan
Pengembangan:

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan pelaksanaat disiplin  pegawai badan
penelitian dan pengembangan  dan solusi untuk
mengatasinya,

Menyusun  konsep  teknis pembinaan  dan
pengembangan kepegawaian dilingkungan badan
penelitian dan pengermbangan;

Menyelenggarakan administrasi kepegawaian badan
penelitian;

Menghimpun dan mempelajari peraturan-peraturan
yang berhubungan dengan kepegawaian dan
pengelolaan barang daerah;

Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dalam sub bagian umum dan
kepegawaian;

Menyviapkan dan menyusun laporan dan evaluasi
kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
kepada atasan,

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan atasannya.

Paragrafl 2
Sub Bagian Keuangan

isal o

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a.

b.

Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan,
Mendistribusikan tugas kepada bawahan dalam
rangka pelaksanaan tugas di sub bagian keuangan,
Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan pelaksanaan pembangunan lingkup Sub
Bagian Keuangan serta petunjuk pemecahannya;
Memberi petunjuk tentang tata cara mencatat,
memilah, menyusun, mengolah dan menganalisa
data untuk bahan penyusunan laporan keuangan;

Memeriksa, mengoreksi, mengontrol kebenaran
setiap dokumen dan bulkti penerimaan,
penyimpanan dan pengeluaran uang;

Melakukan pengawasan pada bawahan tentang
pencatatan dan pengarsipan dokumen atau bulkti

pergeluaran anggaran dan belanja pada Badan
Deawmaliticarn Aar Pernoembanean:




.

Memberi petunjuk pembavaran gaji pegawai dalam
lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan;
Membuat konsep usulan pengangkatan dan
pemberhentian Bendahara Pengeluaran berdasarkan
kebijakan atasan;

Melaksanakann  penyiapan  bahan  penyusunan
rencana penerimaan dan anggaran belanja Badan
Penelitian dan Pengembangan baik rutin maupun
pembangunan;

Menghimpun dan mempelajari peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan
keuangan;

Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dalam sub bagian keuangan,
Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi
kegiatan sub bagian keuangan kepada atasan,

Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang

diperintahkan atasan

Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 9

Sub Bagian Percncanaan mempunyai tugas :
| )

Menginventarisasi data kelitbangan dari
kementerian/LPNK, dan  SKPD  Pemerintahan
Provinsi dan Kabupaten/kota;

Melaksanalian  Jdan  menyiapkan bahan rencana
kerja;

Melaksanakan can menviapkan bahan koordinasi
dan sosialisasi perencanaan prioritas dan program
kelitbangan;

Melaksanakan dan menviapkan rekapitulasi bahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup
balitbang;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
rencana kegiatan internal balitbang;

Melaksanakan dan menviapkan bahan koordinasi
dalam rangka Kkeglatan penyusunar Rancangan
anggaran dan belanja daerah di lingkungan
balitbang;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan
pelaksanaan dan menyiapkan bahan laporan
pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan,;
Mendistribusikan tugas kepada bawshan dalam
rangka pelaksanaan tugas;

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan pelaksanaan pembangunan serta petunjul
pemecahannya;




(1)

(2)

j. Melaksanakan persiapan teknis kegiatan rapat
dilingkungan badan Penelitian dan Pengembangan;

k. Melakukan pengawasan pada bawahan tentang
pencatatan dan pengarsipan dokumen perencanaan
Balitbang yang telah disusun oleh bidang-bidang
dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan;

I, Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan
standar operasional prosedur dilingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan;

m. Mengontrol pendistribusian tata naskah dinas yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan;

n. Mengevaluasi hasil lkerja bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dalam sub bagian perencanaan,

0. Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi
kegiatan sub bagian perencanaan kepada atasan;

p. Melaksanakan tugis kedinasan  lainnya  yang
diperintahkan atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan
Pasal 10

Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai tugas
Memimpin, merencanakan, mengatur, dan
mengendalikan  keglatan penyelenggaraan Bidang
Pemerintahan vang meliputi kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya,
Pemberdayaan dan Sumberdaya Manusia dalam
rangka perumusan dan  penetapan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Tanggamus,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayatl (1). bidang, Pemerintahan mempunyai
fungsi:

a. Pengoordinasian  P’'enyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program kelitbangan di daerah di
bidang Pemerimtahan, Sosial Budaya,

¢ Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia,

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan
di daerah seswu  bidang tugasnya di bidang

Pemerintahan. Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan
Sumberdaya Manusia;

c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi
regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan
kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di
lingkungan Kabupaten Tanggamus di bidang
Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan
Sumberdaya Manusia;



k.

. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi

kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang
tugasnya di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya,
Pemberdayvaan Dan Sumberdaya Manusia,

. Pembinaan penyusunan pedoman analisis

kebutuhan penetapan tujuan dan pengembangan
desain program dan kegiatan kelitbangan di bidang
Pemerintahin, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan
Sumberdaya Manusia;

Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan
evaluasi program dan  Kkegiatan kelitbangan di
bidang Pemerintahan, Sosial Budaya,

Pemberdavaan Dan Sumberdaya Manusia,
Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan
kelithangan  pemerintah  Daerah di  bidang
Pemerintah:an. Sosinl Budaya, Pemberdayaan Dan
Sumberdaya Manusiu,

. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan

kelembagaan dan ketatalaksanaan pembiayaan,
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
kelitbangan i bidang Pemerintahan, Sosial
Budaya. Pemberdavaan Dan Sumberdaya Manusia,;
Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat
fungsional peneliti dan perekayasa di bidang
Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan
Sumberdava Manusi;

Pengarahan upava peningkatan kapasitas tenaga
kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih
tinggi pelatihan, pemagangan dan sebaginya sesuai
dengan kebutuhan organisasi  di bidang
Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan
Sumberdava Manusia;

Pemberian rekomendasi regulasi kebijakan kepada
Bupati Tanggamus walikota dan SKPD di
lingkungan Kabupaten . Tanggamus di  bidang
Pemerintahan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan
Sumberdaya Manusia,

Pengoordinasiaan penyusunan laporan kelitbangan
(penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan,
pengrekayasaan dan pengoprasian) sesuai dengan
ketentuan vang berlaku di bidang Pemerintahan,
Sosial Budaya, Pemberdayaan Dan Sumberdaya
Manusia,

Pengoordinasiaan  penyelenggaraan diseminasi
hasil kelitbangan di Kabupaten Tanggamus di
bidang Pemerintahan, Sosial Budaya,
Pemberdayaan Dan Sumberdaya Manusia,




(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala
bidang Pemerintahan dibantu oleh :

a. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;

b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Sumberdaya
Manusia;

(4) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang
kepala sub bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 11

Sub Bidang Pemerintahan dan  Sosial  Budaya
mempunyai tugas |

a. Penyusunan Jdoan/atau pembaharuan Produk hukum

daerah dalam rangka penguatan kelembagaan
kelitbangan di Bidang Pemerintahan dan Sosial
Budaya,;

b. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai
dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah
di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;

¢. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan kelithbangan di Bidang Pemerintahan dan
Sosial Budaya;

d. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam
rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan yang
menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai
ekonomis di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya,

e. Penyusunan  konsep  sistem yang  mengatur
mekanisme bentuk dan  prosedur kerjasama
kelitbangan di Bidang Pemerintahan dan Sosial
Budaya,;

f. Penyusunan konsep pelaksanaan desiminasi hasil
kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah,
Poster, lefflet, buklet), media elektronik, (dokumentasi
elektroniik, televisi),  media  pertemuan  ilmiah
(seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain
di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya,;

g. Perurnusan kebijukan teknis dan rencana program
kerja kelithangan sesuai bidang tugasnya di Bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya;

h. Perencanaan dan memtfasilitasi pelaksanaan kegiatan
Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya
di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya,;



i. Penyusunan konscep rekomendasi regulasi dan
kebijakan vang akan di sampaikan kepada Bupati
Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten
Tanggamus di Bidang Pemerintahan dan Sosial

1 Budaya:
j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keglatan
penelitian dan pengembangan di daerah di Bidang
| Pemerintahan dan Sosial Budaya,

k. Perencanaan upava peningkatan kapasistas tenaga
kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih
tinggi, pelathan, pemagangan dan sebagainya
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
organisast i Bidang Pemerintahan dan Sosial
Budaya;

. Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis
kebutuhan, peretapan tujuan dan pengembangan
desain program dan kegiatan kelitbangan di Bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya,

m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan kelitbangan di Bidang Pemerintahan dan
Sosial Budayva,

n. Perencanaan dan melaksanakan program dan
kegiatan  kelitbangan di daerah di Bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya;

0. Perencanaan optimalisasi pendayaguanaan pejabat
fungsional penelitt dan  perekayasa di Bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya,

p. Penyusunan Laporan kegiatan kelitbangan
(penelitian, pengkajian, penerapan,pengembangan,
perekayasaan, dan pengoprasian) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di bidang pemerintahan dan
sosial budaya,

q. Penyusunan rckomendasi regulasi dan kebijakan
kepada Bupati Tanggamus dan SKPD dilingkungan
Kabupaten Tanggamus di Bidang Pemerintahan dan
Sosial Budaya,

Paragraf 2
Sub Bidang Pemberdayaan dan Sumberdaya Manusia

Pasal 12

Sub Bidang Pemberdayaan dan Sumberdaya Manusia
mempunyai Tugas :

a. Penyusunan dan/atau pembaharuan Produk hukum
daerah dalam rangka penguatan kelembagaan
kelitbangan di Bidang Pemberdayaan dan Sumber
Daya Manusia;




Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai
dapur kebijukan  penyclenggaraan pemerintan
daerah di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya
Manusia;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan kelitbangan di Bidang Pemberdayaan dan
Sumber Dava Manusia;

Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam
rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan yang
menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai
elkonomis di Bidang Pemberdayaan dan Sumber
Daya Manusia,

Penyusunan konsep sistem yang mengatur
mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama
kelitbangan di Bidang Pemberdayaan dan Sumber
Daya Manusia,

Penyusunan konsep pelaksanaan desiminasi hasil
kelitbangan melalui media tulisan(publikasi ilmiah,
Poster, leffler, bhuklet), media elektronik,
(dokumentasi clektronik,televisi), media pertemuan
ilmiah (seminar,workshop,kelompok diskusi) dan
lain-lain di Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya
Manusia,

Perumusan kebijakan teknis dan rencana program
kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya di Bidang
Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
Perencanaan din memfasilitasi pelaksanaan
kegiatan  Kelitbangan  di - daerah  sesuai  dengan
bidang tugasnyva di Bidang Pemberdayaan dan
Sumber Daya Manusia,

Penvusunan konsep rekomendasi regulasi dan
kebijakan vang akan di sampaikan kepada Bupati
Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten
Tanggamus di Bidanp Pemberdayaan dan Sumber
Daya Manusia;

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan
penelitian dan pengemnbangan di daerah di Bidang
Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia,
Perencanaan upaya peningkatan kapasistas tenaga
kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih
tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
organisasi di Bidang Pemberdayaan dan Sumber
Daya Manusia,

Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis
kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan
desain program dan kegiatan lkelitbangan di Bidang
Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;



m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan

v

kegiatan kelitbangan di Bidang Pemberdayaan dan
Sumber Daya Manusia,

Perencanaan dan meliksanakan program dan
kegiatan  kelitbangan di daerah di Bidang
Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
Perencanaan optimalisasi pendayaguanaan pejabat
fungsional peneliti dan perekayasa di Bidang
Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia,
Peyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian,
pengkajian, penerapan, pengembangan,
perekayasaan, duan pengoprasian) sesual dengan
ketentuan yang berlaku di Bidang Pemberdayaan
dan Sumber Dayva Manusia,

Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan
kepada bupati/walikota dan SKPD dilingkungan
kabupaten/kota di Bidang Pemberdayaan dan
Sumber Daya Manusia;

Mempersiapkan dan mengumpulkan data dan
bahan-bahan/matern rencana pengembangan
perencanaan pembangunan dacrah;

Mengkaji hasil pengembangan dan inovasi untuk
dijadikan program daerah;

Memfasilitasi dan memotivasi kreatifitas masyarakat
(inovasi) di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
Mendesiminasi inovasi, ilmu pengetahuan dan
teknologi kepada lembaga terkait dan masyarakat;
Menyusun bahan kebijukan sebagai tindak lanjut
hasil inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi;

. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas dalam sub bidang pengembangan
dan inovasi;

Menyiapkan dan menyusun laporan dan evaluasi
kegiatan sub bidang pengembangan dan inovasi
kepada atasan;

Melaksanakan tugns kedinasan lainnya yang
diperintahkan atasannyii.




(1)

(2)

Bagian Keempat
Bidang IEkonomi dan Kerjasama

Pasal 13

Bidang EFkonomi dan Kerjasama — mempunyai
Memimpin, merencanakan, mengatur, dan
mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Bidang

Pemerintahan yang meliputi kegiatan penelitian dan
pengembangan i hidang Ekonomi, Keuangan., Aset,
Pendapatan, investasi dan  Kerjasama  Kelitbangan
dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan
Pemerintah Kabupiaten Tanggamus,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaxsud
pada ayat (1), bidang Lkonomi dan Kerjasama
mempunyai fungsi

a. Pengoordinasian Penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program kelitbangan di daerah di
bidang Ekonomi, Kcuangan, Aset, Pendapatan,
Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;,

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan
di daerah sesuai bhidang tugasnya di bidang
Ekonomi, keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi
dan Kerjasama Kelitbangan;

Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi
regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan
kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di
lingkungan Kabupaten Tanggamus di bidang
Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi
dan Kerjasama Kelithangan,

0

d. Pengoordinasian pemantauan  dan  evaluasi
kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang
tugasnya di bidang Ekonomi, Keuangean, Aset,
Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;

e. Pembinaan penyusunan pedoman analisis
kebutuhan penetapan tujuan dan pengembangan
desain program dan kegiatan kelitbangan di bidang
Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi
dan Kerjasama Kelitbangan;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di
bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan,
Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;

g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan
kelitbangan pemerintai Daerah di bidang Ekonomi,
Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan
Kerjasama Kelitbangan,




h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan !
kelembagaan dan ketatalaksanaan pembiayaan,
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
kelitbangan di bidang Ekonomi, Keuangan, Aset,
Pendapatan. [nvestasi dan Kerjasama Kelitbangan;
i, Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat
fungsional peneliti dan perekayasa di bidang
Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi
dan Kerjasama Kelitbangan;

| j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga
5 kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih
| tinggi pelatihan, pemagangan dan sebaginya sesual

dengan kebutuhan organisasi di bidang Ekonomi,
Keuangan. Aset, Pendapatan, Investasi dan
Kerjasama Kelitbangan;

k. Pemberian reliomendasi regulasi kebijakan kepada
Bupati Tanggamus walikota dan SKPD di
lingkungan Kabupaten Tanggamus i bidang
Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi
dan Kerjasama Kelithangan;

]. Pengoordinasiaan penyusunan laporan kelitbangan
(penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan,
pengrekayasaan dan pengoprasian) sesuai dengan
ketentuan vang berlaku di bidang Ekonomi,
Keuangan, Aset, Pendapatan, Investasi dan
Kerjasama Kelitbangan;

m. Pengoordinasian optimalisasi  jejaring  atau
kerjasama kegiatan kelithangan dengan institusi
penelitian dan pengeinbangan lainnya, baik dengan
lembaga lithang, pemerintah maupun dengan
lernbaga Litbang swasta;

n. Pengoordinasinan  penyelenggaraan diseminasi
| hasil kelitbangan di Kabupaten Tanggamus di
, bidang Ekonomi, Keuangan, Aset, Pendapatan,
Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang
ekonomi dan kerjusama dibantu oleh :

a. Sub Bidang Ekonomi, Keuangan Aset dan
Pendapatan;

b. Sub Bidang Investasi dan Kerjasama Kelitbangan;

(4) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang
kepala sub bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada kepala bidang.

b_—




Paragrafl 1

Sub Bidang Ekonomi, Keuangan Aset dan Pendapatan

Pasal 14

Sub Bidang Ekonomi, Keuangan Aset dan Pendapatan
mempunyai tugas :
a.

Penyusunan  dan/atau  pembaharuan Produk
hukum  dacrah dalam rangka  penguatan
kelembagaan kelitbangan di Bidang Ekonomi,
Keuangan, Aset Dan Pendapatan;

. Pengoptimalan peran dan fungsi Kkelitbangan

sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan
pemerintah daerah di Bidang Ekonomi, Keuangan,
Aset Dan Pendapatan;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan  kelitbangan di  Bidang Ekonorni,
Keuangan, Aset Dan Pendapatan;

. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam

rangka pemanfaaran hasil - hasil kelitbangan yang
menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai
ekonomis <1 Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan
Pendapatan,

Penyusunan konsep sistem yang mengatur
mekanisme  bentuk  dan prosedur kerjasama
kelitbangan di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset
Dan Pendapatan;

Penyusunan konscp pelaksanaan desiminasi hasil
kelitbangan melalui media tulisan(publikasi ilmiah,
Poster, letrlet, buklet), media elektronik,
(dokumentas: eicktronik,televisi), media pertemuan
ilmiah (seminar,workshop,kelompok diskusi) dan
lain-lain di Bidang Kkonomi, Keuangan, Aset Dan
Pendapatan;

Perumusan kebijakan teknis dan rencana program
kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya di
Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;

 Perencanaan cdan  memfasilitasi pelaksanaan

kegiatan Kelithangan i daerah sesuai dengan
bidang tugasnya i Bidang Ekonomi, Keuangan,
Aset Dan Pendapatan;

Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan
kebijakan vang akan di sampaikan kepada Bupati
Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten
Tanggamus di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset
Dan Pendapatan,;

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan

penelitian dan pengembangan di daerah di Bidang
Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan,;




k. Perencanaan upava peningkatan kapasistas tenaga
kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih
tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
organisasi di Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset Dan
Pendapatan,;

| Pembuatan konsep penvusunan pedoman, analisis
kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan
desain programn dan kegiatan kelitbangan di Bidang
Ekonomi, Keuangan, Aset Dan Pendapatan;

m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan  kelitbangan di  Bidang Ekonomi,
Keuangan, Aset Dan Pendapatan;

n. Perencanaan dan melaksanakan program dan
kegiatan kelitbangan di daerah di Bidang Ekonomi,
Keuangan, Aset Dan Pendapatan;

o. Perencanaan optirnalisasi pendayaguanaan pejabat
fungsional peneliti dan perekayasa di Bidang
Ekonomi, Keuangan, Asct Dan Pendapatan;

p. Peyusunan laporan kegiatan kelitbangan
(penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan,
perekayasaan, dan pengoprasian) sesuai dengan
ketentuan vang berliku di Bidang Ekonomi,
Keuangan, Aset Dan Pendapatan;

q. Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan
kepada Bupati Tanggamus dan SKPD dilingkungan
Kabupaten Tanggamus  di Bidang Ekonomi,
Keuangan, Aset Dan Pendapatan;

Paragrafl 2
Sub Bidang Investasi dan Kerjasaima Kelitbangan

Pasal 15

Sub Bidang Investasi dan Kerjasama  Kelitbangan
mempunyai tugas :

a. Penyusunan dan/atau pembaharuan Produk hukum
daerah dalam rangka penguatan kelembagaan
kelitbangan di Bidang Investasi Dan Kerjasama
Kelitbangan;

b. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai
dapur kebijakan penvelenggaraan pemerintah daerah
di Bidang [nvestasi Dan Kerjasama Kelitbangan;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan kelitbangan di Bidang Investasi Dan
Kerjasama Kelitbangan;

d. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam
rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan yang
menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai
ekonomis di Bidang Investasi Dan Kerjasama
Kelitbangan,




. Penyusunan konsep sistem yang mengatur

mekanisme bentuk dan  prosedur Kkerjasama
kelitbangan di Bidang Investasi Dan Keriasama
Kelitbangan; -
Penyusunan konsep pelaksanaan desiminasi hasil
kelitbangan melalul media tulisan (publikasi ilmiah,
Poster, lefflet, buklet), media elektronik, (dokumentasi
elektromk,televisi), inedia pertemuan ilmiah
(seminar,workshop,kelompok diskusi) dan lain-lain di
Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;

. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program

kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya di Bidang
Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;

. Perencanaan dan memiasilitasi pelaksanaan kegiatan

Kelitbangan di dacrah sesuail dengan bidang tugasnya
di Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;
Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan
kebijakan vang akan di sampaikan kepada Bupati
Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten
Tanggamus di Bidang Investasi Dan Kerjasama
Kelitbangan:

Pelaksanaan pemantauan dan evauasi kegiatan
penelitian dan pengembangan di daerah di Bidang
Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan,

. Perencanaan upaya peningkatan kapasistas tenaga

kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih
tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di
Bidang Investasi Dan Kerjasama Kelithangan;

. Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis

kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan
desain program dan kegiatan kelitbangan di Bidang
Investasi Dan Kerjasama Kelitbangan;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan kelitbangan di Bidang Investasi Dan
Kerjasama Kelitbangan;

.Perencanaan dan melaksanakan program dan

kegiatan kelitbangan di daerah di Bidang Investasi
Dan Kerjasama Kelitbangan;

. Perencanaan optimalisasi pendayaguanaan pejabat

fungsional peneliti  dan perekayasa di Bidang
Investasi Dan kerjasama Kelitbangan;

. Peyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian,

pengkajian, penerapan, pengembangan,
perekayasaan, dan pengoprasian) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di Bidang Investasi Dan
Kerjasama Kelitbangan;

. Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan

kepada bupati/walikota dan SKPD dilingkungan
kabupaten/kota di Bidang Investasi Dan Kerjasama
Kelitbangan;



(1)

(2)

Bagian Kelima

Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan
Sumberdaya Alam

Pasal 16

Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) dan
Sumberdaya Alam mempunyai Memimpin,
merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan
penyelenggaraan Bidang Pemerintahan yang meliputi
kegiatan penelitian  dan  pengembangan di  bidang
Penerapan IPTEK, Sistern Riset, Diseminasi Riset,
Sumberdaya Alam Dan Lingkungan dalam rangka
perumusan dan penctapan kebljakan Pemerintah
Kabupaten Tanggamus.

Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang [lmu Pengetahuan, Teknologi
(IPTEK) dan Sumberdaya Alam mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian  Penyusunan  kebijjakan  teknis,
rencana dan program Kkelitbangan di daerah di
bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi
Riset, Sumberdava Alnm Dan Lingkungan;

b. Pengoordinasian peliksanaan kegiatan kelitbangan
di daerah sesual bidang tugasnya di bidang
Penerapan I[PTEEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset,
Sumberdava Alam Dan Lingkungan,

c. Pemberian petunjuk penvusunan rekomendasi
regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan
kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan
Kabupaten Tanggamus di bidang Penerapan IPTEK,
Sistem Risct, Diseminasi Riset, Sumberdava Alam
Dan Lingkungan:

d. Pengoordinasiiin pemantauan dan evaluasi kegiatan
kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya di
bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi
Riset, Sumberdava Alam Dan Lingkungan;

e. Pembinaan penyusunan pedoman analisis
kebutuhan penetapan tujuan dan pengembangan
desain program dan kegiatan kelitbangan di bidang
Penerapan IPTIEK, Sistern Riset, Diseminasi Riset,
Sumberdava Alam Dan Lingkungan;

. Pengkoordinasian pelaksar.aan monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di bidang
Penerapan [PTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset,
Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;

g. Pembinaan pelaksanaan programm dan Kkegiatan
kelitbangan pemerintah Daerah di bidang Penerapan
[PTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya
Alam Dan Lingkungan;



(3)

(4)

h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan
kelembagaan dan ketatalaksanaan pembiayaan,
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
kelitbangan di bidang Penerapan I[PTEK, Sistem
Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam Dan
Lingkungan;

i. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional
peneliti dan perekayusa di bidang Penerapan IPTEK,
Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam
Dan Lingkungan,

j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga

kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih
tinggi pelatihan, pemagangan dan sebaginya sesuai
dengan kebutuhan organisasi di bidang Penerapan
IPTEK. Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya
Alam Dan Lingkungan,

k. Pemberian rekomendasi regulasi kebijakan kepada
Bupati Tanggamus walikota dan SKPD di lingkungan
Kabunaten Tanggamus di bidang Penerapan IPTEK,
Sistem Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam
Dan Lingkungan,

. Pengoordinasiaan penyusunan laporan kelitbangan
(penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan,
pengrekayvasaan dan pengoprasian) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di bidang Penerapan IPTEK,
Sisterm Riset, Diseminasi Riset, Sumberdaya Alam
Dan Linglkungan,

m.Pengoordinasiaan penyelenggaraan diseminasi hasil
kelitbangan di Kabupaten Tanggamus di bidang
Penerapan IPTEK, Sistem Riset, Diseminasi Riset,
Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang
ekonomi dan kerjasama dilgantu oleh :
a. Sub Bidang Pencrapan Iptek, Sistem Riset dan
Diseminasi Riset;
b. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan;

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang
kepala sub bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada kepala bidang.




Paragrafl 1

Sub Bidang Penerapan Iptek, Sistem Riset dan
Diseminasi Riset

Pasal 17

Sub Bidang Penerapan [ptck, Sistem Riset dan Diseminasi
Riset mempunyai Tugas :

a.

b.

Penyusunan dan/atau pembaharuan Produk hukum
daerah dalam rangka penguatan kelembagaan
kelitbangan di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset
dan Diseminasi Riset;

Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai
dapur kebijakan penyvelenggaraan pemerintah daerah
di Bidang Pencerapan [IPTEK, Sistem Riset dan
Diseminasi Riset;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan kelitbangan di Bidang Penerapan [PTEK,
Sistem Riset dan Diseminasi Riset;

Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam
rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan yang
menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai
ekonomis di Bidang Pencrapan IPTEK, Sistem Riset
cdan Diseminasi Riset,;

Penyusunan konsep  sistem  yang — mengatur
mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama
kelitbangan di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset
dan Diseminasi Riset;

Penyusunan konsep pelaksanaan desiminasi hasil
kelitbangan melalui media tulisan(publikasi ilmiah,
Poster, lefflet, huklet), media elektronik, (dokumentasi
elektronik,televisi), media pertemuan ilmiah
(seminar,workshop,kelompok diskusi) dan lain-lain di
Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan
Diseminasi Riset;

Perumusan kebijakan teknis dan rencana program
kerja kelitbangan sesuai  bidang tugasnya di Bidang
Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;
Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan
Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya
di Bidang Pencrapan IPTINK, Sistem Riset dan
Diseminasi Riset;

Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan
kebijakan yang akan di sampaikan kepada Bupati
Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten
Tanggamus di Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset
dan Diseminasi Riset;

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan
penelitian dan pengembangan di daerah di Bidang
Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;




k. Perencanaan upava peningkatan kapasistas tenaga
kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih
tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di
Bidang Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan
Diseminasi Riset,

. Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis
kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan
desain program dan kegiatan kelitbangan di Bidang
Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;

m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan kelitbangan ai Bidang Penerapan IPTEK,
Sistem Riset dan Diseminasi Riset;

n. Perencanaan dan melaksanakan program dan
kegiatan kelitbangan di daerah di Bidang Penerapan
IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;

0. Perencanaan optimalisasi pendayaguanaan pejabat
fungsional peneliti dan perekayasa di Bidang
Penerapan IPTEK, Sistem Riset dan Diseminasi Riset;

p. Peyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian,
pengkajian, penerapan, pengembangan,
perekayasaan, dan pengoprasian) sesual dengan
ketentuan vang berlaku di Bidang Penerapan IPTEK,
Sistem Riset dan Diseminasi Riset:

q. Penvusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan
kepada Bupati Tanggamus dan SKPD dilingkungan
Kabupaten Tanggamus di Bidang Penerapan IPTEK,
Sistem Riset dan Diseminasi Riset;

Paragral 2
Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan

danla 18

Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan mempunyai
tugas :

a. Penyusunan dan/atau pembaharuan Produk hukum
daerah dalam rangka penguatan kelembagaan
kelitbangan i Bidang Sumberdaya Alam Dan
Lingkungan;

b. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai
dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah
di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan kelitbangan di Bidang Sumberdaya Alam
Dan Lingkungan;

d. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam
rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan yang
menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai
ekonomis di Bidang Sumberdaya Alam Dan
Lingkungan,




Penyusunan konsep  sistem  yang mengatur
mekanisme bentuk dan  prosedur kerjasama
kelitbangan di Bidang Sumberdaya Alam Dan
Lingkungan;

Penyusunan konsep pelaksanaan desiminasi hasil
kelitbangan melalui media tulisan(publikasi ilmiah,
Poster, lefflet, buklet), media clektronik, (dokumentasi
elektronik,televisi), media pertemuan ilmiah
(seminar,workshop,kelompok diskusi) dan lain-lain di
Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
Perumusan kebijakan teknis dan rencana program
kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya di Bidang
Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;

Perencanaan dan memiasilitasi pelaksanaan kegiatan
Kelitbangan di dacrah sesuan dengan bidang tugasnya
di Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan
kebijakan yang akan di sampaikan kepada Bupati
Tanggamus dan SKPD di lingkungan Kabupaten
Tanggamus di Bidang Sumberdaya Alam Dan
Lingkungan;

Pelaksanaan pemantauvan dan  evaluasi kegiatan
penelitian dan pengembanpan di daerah di Bidang
Sumberdaya Alam Dan Linglkungan;

Perencanaan upaya peningkatan kapasistas tenaga
kelitbangan melalul pendidikan formal yang lebih
tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di
Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;
Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis
kebutuhan, penciapan tujuan dan pengembangan
desain progran dan kegiatan kelitbangan di Bidang
Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dar

kegiatan kelitbangan di Bidany Sumberdaya Alam
Dan Lingkungan;

_ Perencanaan dan melaksanakan program dan

kegiatan kelitbangan di daerah di Bidang Sumberdaya
Alam Dan Linglkungan;

Perencanaan optimalisasi pendayaguanaan pejabat
fungsional pencliti  dan perekayasa di Bidang
Sumberdaya Alam Dan Lingkungan;

Peyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian,
pengkajian, penerapan, pengembangan,
perekayasaan, dan pengoprasian) sesuai dengan
ketentuan vang berlaku di Bidang Sumberdaya Alam
Dan Lingkungan;

Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan
kepada Bupati Tanggamus dan SKPD dilingkungan
Kabupaten Tanggamus di Bidang Sumberdaya Alam
Dan Lingkungan,




(1)

Bagian Keenam

Bidang Penguatan Inovasi Daerah

Pasal 19

Bidang Penguatan Inovasi Daerah mempunyai
Memimpin, merencanakan, mengatur, dan
mengendalikan lkegiatan  penyelenggaraan Bidang
Pemerintahan vyang meliputi kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang Inovasi Pelayanan Publik,
Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana dalamn
rangka perumusan dan penetapan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Taiggamus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Penguatan Inovasi Daerah
mempunyai fungsi

a. Pengoordinasian  penvusunan kebijakan teknis,

rencana dan program kelitbangan di daerah
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya di
bidang Inovasi Pelayanan Publik, Industri,
Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;

b. Pembenan petunjule  penyusunan rekomendasi

regulasi dan kebijjakin yang akan disampaikan
kepada Bupaun  Tanggamus dan SKPD di
lingkungan Kabupaten Tanggamus di di bidang
Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur,
dan Sarana Prasarana;
Mengkoordinasian pemantauan dan evaluasi
kegiatan Penelitian dan Pengembangan di daerah di
bidang Inovast Pelayanan  Publik, Industri,
Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;

[¢]
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Pembinaan penyusunan pedoman analisis

kebutuhan penetapan tujuan dan pengembangan

desain program dan kegiatan kelitbangan di bidang

Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur,

dan Sarana Prasarana;

e. Pengkoordinasiann  pelaksanaan monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan kelitbangan di
bidang Inovasi Pelayanan  Publik, Industri,
Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;

f. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan

kelitbangan pemerintah Daerah di bidang Inovasi

Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan

Sarana Prasarana;



k.

. Mengoordinasikan pemberian penguatan sistem

inovasi daerah (SIDa);

. Pengordinasian pelaksanaan penguatan

kelembagaan dan ketatalaksanaan pembiayaan,
sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia
kelitbangan i bidang Inovasi Pelayanan Publik,
Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;
Mengoordinasiaan pendayaguanaan pejabat
fungsional peneliti dan perekayasa di bidang
Inovasi Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur,
dan Sarana Prasarana;

Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga
kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih
tinggi pelatihan, pemagangan dan sebaginya sesuai
dengan kebuwwhan organisasi di bidang Inovasi
Pelayanan Publik, Industri, Infrastruktur, dan
Sarana Prasarana,

Pengoordinasiaan penyusunan laporan kelitbangan
(penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan,
pengrekayasaan dan pengoprasian) sesuai dengan
ketentuan yvang Dberlaku di bidang Inovasi
Pelayanan Pubhk, Industri, Infrastruktur, dan
Sarana Prasarana;

Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan
kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di
lingkungan Kabupaten Tanggamus di bidang
Inovasi Pelayanan Publik,, Industri, Infrastruktur,
dan Sarana Prasarana;

Pengoordinasian Penetapan Kebijakan Penguatan
sistem inovasi dacrah (SIDa) di kabupaten
Tanggamus:

. Pengoordinasiaan Pelaksanaan singkronisasi,

harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan
sistem inovasi daerah (SIDa) Kabupaten
Tanggamus;

. Pengoordinasian penataan kelembagaan sistem

inovasi daerah (S1Da);

. Pengoordinasiaan pemberdayaan organisasi

kemasyarakatan dan mensinergikan dengan
penguatan sistem inovasi daerah (SIDa);

. Pengoordinasian optimalisasi  jejaring atau

kerjasama kegiatan kelitbangan institusi penelitian
pengembangan lainya, baik dengan lembaga litbang
pemerintah maupun dengan lembaga Litbang
swasta di bidang Inovasi Pelayanan Publik,
Industri, Infrastruktur, dan Sarana Prasarana;




r. Pengoordinasian penvelenggaraan diseminasi hasil
kelitbangan di Daerah di bidang Inovasi Pelayanan
Publik, Industri, Infrastruktur, dan Sarana
Prasarana;

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang
penguatan inovasi daerah dibantu oleh :

a. Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan
Industri;

b. Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana
Prasaranan (SARPRAS);

(4) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seovang
kepala sub bidang yang dalarn pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawabh kepada kepala bidang.

Paragrafl 1
Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Industr

asal 20

Sub Bidang Inovasi Pelavanan Publik dan Industr
mempunyai tugas :

a.

Perencanaan Pelaksanaan Penataan Kelembagaan
sistem inovasi daerah  (SlDa) meliputi
lembaga/organisasi peraturan norma/etika/budaya
inovasi di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan
Industri;

Pelaksanaan penataan sumber daya sistem inovasi
darerah vang terdiri atas
keahlian, kepakaran, kopetensi manusia dan
pengorganisasiannya di bidang [novasi Pelayanan
Publik dan Industri;

Penyusunan dan/atau memperbaharui produk
hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan
kelitbangan di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan
Industri;

Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagal
dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah
di bidang Inovasi Pelayarian Publik dan Industri;
Pelaksanaan monitoring dan evalusai program dan
kegiatan Kkelitbangan di bidang Inovasi Pelayanan
Publik dan Industri;

Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam
rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan
mengasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai
ekonomis di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan
Industri;



Meyusun konscp sistem yang mengatur mekanisme
bentul-f dan prosedur kerjasama kelitbangan di bidang
Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;

. Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil

}<eliltbangan melalui  media tulisan (publikasi
ilmiah,poster,leafflet, buklet), media elektronik
(dokumentasi elektronik,televisi), media pertemuan
ilmiah (seminar. workshop, kelompok diskusi) dan
lain-lain di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan
Industri;

Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program
kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya di bidang
Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;

Merencanakan dan  memnfasilitasi  pelaksanaan
kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang
tugasnya -di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan
Industri;

Menyusun  konsep  rekomendasi  regulasi  dan
kebijakan vang akan disampaikan kepada Bupati
Tanggamus dan SKPD dilingkungan Kabupaten
Tanggamus di bidang Inovasi Pclayanan Publilk dan
Industri;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
penelitian dan pengembangan di daerah di bidang
Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;

. Merencanalkan upava peningkatan kapasitae tenaga

kelitbangan melalui pendidikan  formal yang lebih
tinggi,pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesual
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di
bidang Inovasi Pelayanan Puhlik dan Industri;

_ Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan

kegiatan kelitbangan di bidang Inovasi Pelayanan
Publik dan Industri;

Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis
kebutuhan, penctapan tujuan dan pengembangan
desain prgram dan kegiatan kelitbangan di bidang
Inovasi Pelayanan Publik dan Industri;

Merencanakan dan melaksanakan program dan
kegiatan kelitbangan i daerah di bidang Inovasi
Pelayanan Publik dan Industri;

Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat
fungsional peneliti dan perekayasa di bidang Inovasi
Pelayanan Publik dan Industri; '
Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (Penelitian,
pengkajian penerapan, pengembangan, perekayasaan
dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di bidang Inovasi Pelayanan Publik dan

Industri;




s. Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan
kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan
Kabupaten Tanggamus di bidang Inovasi Pelayanan
Publik dan Industri;

f Paragraf 2
Sub Bidang Inovasi Intrastruktur dan Sarana Prasarana
(SARPRAS)

Pasal 21

Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana
(SARPRAS) mempunyai tugas

a. Perencanaan Pelaksanaan Penataan Kelembagaan
sistem inovasi daerah (SIDa) meliputi
lembaga /organisasi peraturan norma/etika/budaya
inovasi di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras,

b. Pelaksanaan penataan sumber daya sistem inovasi
darerah yang terdiri atas
keahlian kepakaran kopetensi manusia dan
pengorganisasiannya di bidang Inovasi Infrastruktur
dan Sarpras;

c. Penyusunan dan/atau  memperbaharui  produk
hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan
kelitbangan di bidang Inovasi Infrastruktur dan
Sarpras;

d. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai
dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah
di bidang Inovasi Intrastruktur dan Sarpras;

e. Pelaksanaan monitoring dan evalusai program dan
kegiatan kelitbangan di bidang Inovasi Infrastruktur
dan Sarpras; '

f. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam
rangka pemanfaatan hasil - hasil kelitbangan
mengasilkan Dbarang dan jasa yang memiliki nilai
ekonomis di bidang Inovasi Infrastruktur dan
Sarpras,

g. Meyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme
bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan di hidang
Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;

h. Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil
| kelitbangan- melalui  media tulisan (publikasi
| ilmiah,poster,leafflet, buklet), media elektronik
| (dokumentasi elektronik,televisi), media pertemuan
| ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan
| lain-lain di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;

" i. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program
kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya di bidang
Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;




j. Merencanakan dan  memfasilitasi pelaksanaan
kepiatan Kelitbangan di daerah sesual dengan bidang
tugasnya di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;

k. Menyusun konsep rekomendasi regulasi  dan
kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati
Tanggamus dan SKPD dilingkungan Kabupaten
Tanggamus di bidang Inovasi Infrastruktur dan
Sarpras;

. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
penelitian dan pengembiangan di daerah di bidang
Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;

m. Merencanakan upava peningkatan kapasitas tenaga
kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih
tinggi,pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuar organisasi di
bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;

n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan kelitbangan di bidang Inovasi Infrastruktur
dan Sarpras,

0. Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis
kebutuhan, penectapan tujuan dan pengembangan
desain prgram dan kegiatan kelitbangan di bidang
Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;

p. Merencanakan dan melaksanakan program dan
kegiatan kelitbangan di daerah di bidang Inovasi
Infrastruktur dan Sarpras;

q. Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat
fungsional peneliti dan perekayasa di bidang Inovasi
Infrastruktur dan Sarpras;

r. Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (Penelitian,
pengkajian penerapan, pengembangan, perekayasaan
dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarpras;

s. Menvusun rekomendasi regulasi dan kebijakan
kepada Bupati Tanggamus dan SKPD di lingkungan
Kabupaten Tanggamus di bidang Inovasi
Infrastruktur dan Sarpras;

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22
(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan badan

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis badan
sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

~s
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh scorang tenaga fungsional
senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada ke pala badan.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Tanggamus berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

BAB VI
PENGANGEATAN DALAM JABATAN
Pasal 23

Kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh bupati
dari Aparatur Sipil Negara vang telah memenuhi syarat
atas usul sekretaris daerah

Pejabat-pejabat lain di lingkungan badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Tanggamus diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vany, berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Bagian 'ertama
Umum
Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalarn melaksanakan
tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-
instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan
bidang tugasnyva.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan  mengkoordinasikan  bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan tepat waktu.
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(4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan
organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan
kebijakan lebih lanjut.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan
pengawasan melekat.

Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 25

(1) Dalam hal kepala badan berhalangan, maka kepala
badan dapat menunjuk sekretaris badan.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka kepala badan
dapat menunjuk kepala bidang.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Pembiayaan Badan | enelitian dan  Pengembangan
Kabupaten Tanggamus berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Semua ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang
kewenangan di bidang nenelitian dan pengembangan yang
berada pada satuan kerja lain akan dialihkan kepada badan
penelitian dan pengembangan Kabupaten Tanggamus
paling lambat 6 (enam) bulan harus mengikuti ketentuan
dalam peraturan ini sejak tanggal diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan
Bupati Tanggamus Nomor 14 Tahun 2014 tentang
tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural
lembaga teknis daerah Kabupaten Tanggamus
sebagimana telali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 03C Tahun 2016 dinyatakan tidak
berlaku lagi.




(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanggamus;

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Desember 2016

~WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

\
Lo

Liundangkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Desember 2010
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